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Abstract: The basic law of the validation of legal remedy is not specifically finding 
out in the text of Al-Qur’an and Al-Sunnah, thus such case could be fixed based 
on the approach method of istinbath “maslahah”. This is aimed for realizing the 
purposes of human beings to protect their rights as the demand of human beings 
in their life that hopefully it could be an important component to create a justice 
civilization. 
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PENDAHULUAN
Keadilan merupakan salah satu dari nilai-nilai Islam yang tinggi. Keadil-
an juga sebagai tujuan dari risalah Illahi, karena menegakan keadilan dan ke-
benaran adalah sarana penebar ketentraman, meratakan keamanan, merekat 
hubungan antar individu, memperkokoh antara penguasa dan rakyat dan me-
negakkan norma dan tradisi, sehinga norma dan tradisi tidak menumbuhkan 
kerusakan dan kekacauan serta penguasa dan rakyat dapat menjalankan tugas-
nya secara baik.
Wujud dari keadilan itu adalah menyampaikan hak kepada yang berhak 
melalui peraturan yang telah disyari’atkan Allah dengan menjauhkan keinginan 
hawa nafsu melalui putusan yang adil diantara sesama manusia sebagai naung-
an yang rindang bagi manusia.
Mewujudkan keadilan itu adalah tujuan utama dari lembaga peradilan 
yang menyangkut hak Allah dan hak manusia dalam memberikan keputusan 
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dikalangan orang yang bersengketa, sekaligus melindungi kepentingan umum 
dan mecegah orang berbuat semena-mena terhadap orang lain. Banyak ayat da-
lam Al-Qur’an yang memerintahkan untuk mewujudkan keadilan, diantaranya 
surat An Nisa’ ayat 105, surat Al Maidah ayat 49, surat Shad ayat 6.
Lembaga peradilan Islam merupakan salah satu institusi yang sangat ur-
gen dalam tata kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam. Secara filosofis,  
ia dibentuk dan dikembangkan untuk memiliki tuntutan penegak dan keadil-
an dalam pergaulan hidup masyarakat guna menata kehidupan.
Secara yuridis merupakan bagian dari supra struktral dalam kehidupan 
bangsa dan negara. Secara historis merupakan salah satu mata rantai Peradilan 
Islam yang berkembang sejak masa Rasulullah saw, dan secara sosiologis, ia 
lahir atas dukungan dan usaha masyarakat yang merupakan bagian dari inten-
sitas kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat Islam. Hal ini juga ber-
kembang di Indonesia yang dinamakan dengan peradilan agama.
Dari sekian banyak bagian dari sistem hukum dan peradilan, upaya hu-
kum bagian yang sangat penting dari sistem Peradilan Islam yaitu merupakan 
tuntutan dari suatu kebutuhan, seperti yang telah dikembangkan sekarang. Na-
mun secara teoritis belum ditemuka teori dan dasar upaya hukum dan belum 
adanya lembaga banding (Pengadilan Tinggi) ataupun lembaga kasasi (Mahka-
mah Agung) di masa Rasulullah saw.
Upaya hukum yaitu usaha bagi setiap pribadi yang merasa dirugikan hak-
nya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/
kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan oleh undang-undang.1 
Upaya hukum merupakan hak terdakwa terhadap penuntut umum (penggu-
gat dan tergugat dalam hukum perdata) untuk tidak menerima putusan per-
adilan, upaya tersebut berupa banding atau kasasi atau hak untuk mengajukan 
peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hu-
kum yang tetap ke pengadilan yang lebih tinggi.
Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap upaya hukum tersebut, 
melalui tulisan ini penulis akan mengkajinya dan sebelumnya akan dipapar-
kan historis upaya hukum.
DESKRIPSI HISTORIS UPAYA HUKUM
Deskrisi historis upaya hukum merupakan suatu langkah yang sangat 
signifikan dalam mencari upaya hukum dalam kajian fiqh, minimal terdapat 
dua hal dalam mendasari teori ini. Pertama, upaya hukum merupakan bagian 
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dari pada acara (al-hukum al-murafa’at), sedangkan fungsi utama dari hukum 
acara adalah menegakkan dan mewujudkan hukum materil. Dengan demi- 
kian hukum acara mesti selalu berkembang secara dinamis relevan dengan 
perkembangan zaman. Kedua, keberadaan lembaga peradilan dalam konteks 
 historis Hukum Islam bukan merupakan yang langsung jadi secara utuh dan 
sempurna, akan tetapi berkembang secara evolusi.
Dapat dipahami bahwa eksistensi dari peradilan itu baru kelihatan keti-
kan Nabi Muhammmad saw bersama sahabat hijrah ke Madinah. Di Madinah 
umat Islam memiliki nuansa yang baik dan umat yang kuat serta dapat berdiri 
sendiri. Hal ini sulit mereka dapatkan di Mekkah karena mereka terus mene-
rus di teror oleh kaum musyrikin. Rasulullah saw menjadi kepala dalam masya-
rakat yang baru dibentuk dan akhirnya merupakan suatu negara.
Selanjutnya akan di paparkan historis upaya hukum dalam beberapa peris-
tiwa secara empiris
Masa Rasulullah saw
Di masa Rasulullah saw belum dikenal adanya pemisahan kekuasaan, se-
perti pemisahan yudiktif (kekuasaan kehakiman) dengan posisi Rasulullah saw 
sebagai kepala negara atau pemerintahan (eksekutif). Jika hal ini dibandingkan 
dengan kondusi modern dewasa ini, jelas berbeda dengan konsep trias politica 
Montesquieu. 
Berdasarkan hal tersebut, Hukum Acara Peradilan Islam berkembang de-
ngan sangat sedehana dan belum mengenal upaya hukum, baik secara teori mau-
pun secara praktek. Namun apabila dilihat kasus peradilan yang ditangani Ali 
Bin Abi Thalib secara sekilas, sepertinya ada isyarat upaya hukum yang dapat 
ditangkap dari kasus tersebut.
Sinyal upaya hukum itu dapat ditemukan dalam suatu kasus, seperti hadits 
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal dari Hanas Bin Mu’tamir 
dari Ali Bin Abi Thalib r.a, yang artinya:
”Dari Hanas Bin Mu’tamir dari Ali r.a, ia berkata aku pernah diutus Rasu-
lullah saw ke Yaman, lalu kami berhenti pada suatu kaum yang telah mem-
buat lobang perangkap singa, tiba-tiba (pada waktu lobang itu telah dimasuki 
singa), mereka saling mendesak maka jatuhlah seorang laki-laki (ke dalam 
lobang itu), lalu ia mengait (berpengangan pada yang lain), dan yang lainpun 
mangait yang lain, sehingga semuanya berjumlah empat orang. Kemudian 
mereka digigit oleh singa (yang terperangkap itu). Maka dilemparkanlah 
ujung lembing kepada singa itu oleh seorang laki-laki hingga mati, dan me-
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reka (empet orang itu) pun mati semuanya karena luka-luka. Maka ahli wa-
ris korban pertama menghadap kepada ahli waris korban yang lainya, lalu 
mereka saling mengeluarkan senjata untuk membunuh. Kemudian Ali r.a 
datang ditengah kejadian itu dan berkata, ”Apakah kalian saling membunuh 
pada hal Rasulullah saw masih hidup? Aku akan benar-benar memutuskan 
diantara kalian suatu keputusan, jika kalian ridha atas keputusan itu maka 
laksanakanlah, tetapi jika kalian tidak ridha maka sebagian dari bagian 
yang lain hendaklah saling menahan diri sehingga kalian datang menghadap 
Nabi saw, maka dia akan memutuskan diantara kalian, kemudian siapa yang 
melanggar sesudah itu maka hilanglah haknya.” Ali berkata: himpunlah dari 
kabilah-kabilah yang ikut hadir di sumur (lobang perangkap) itu seperempat 
diyat, sepertiga diyat, separoh diyat dan diyat sepenuhnya. Kemudian untuk 
korban pertama seperempat diyat karena dia mati ditimpa tiga orang, korban 
kedua sepertiga diyat, korban ketiga separoh diyat dan korban keempat diyat 
sepenuhnya. Lalu mereka menolak keputusan Ali tersebut. Kemudian mereka 
datang kepada Nabi saw, sedang berada di maqam Ibrahim. Lalu mereka 
menceritakan kepadanya apa yamg telah terjadi, kemudian Rasulullah saw 
tidak menyalahkan (keputusan Ali atas mereka)” (HR.Ahmad). 3
Komentar Rasulullah saw didalam kasus tersebut yang menyatakan ”be-
gitulah putusan Ali” dapat diartikan sebagai komentar bebas yang tidak mem-
punyai indikasi hukum, sehinga tidak dapat diartikan sebagai pengukuhan 
 dalam istilah upaya hukum. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa upaya 
hukum di zamam Rasulullah saw belum ada, disamping itu eksisten upaya hu-
kum ketika itu belum dibutuhkan.
Masa Khulifa’ al-Rasyidin
Setelah Rasulullah saw wafat, dimulailah masa sahabat dengan khalifah 
pertama Abu Bakar al-Siddiq. Pada masa itu khalifah Abu Bakar belum me-
ngangkat hakim khusus.
Dimasa Abu Bakar tidak banyak perubahan dalam lapangan pengadilan 
karena kesibukannya memerangi sebagian kaum mulimin yang murtad sepe-
ninggal Rasulullah saw dan kaum pembangkang menunaikan zakat, dan urusan 
politik, disamping belum meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa itu. 
Hanya diriwayatkan bahwa pada masa Abu Bakar, urusan peradilan diserahkan 
kepada Umar Bin Khattab selama dua tahun, namun selama itu tidak terjadi 
sengketa yang perlu dihadapkan kemuka pengadilan karena Umar dikenal seba-
gai seorang yang sangat keras,4 dan juga karena faktor pribadi-pribadi muslim 
pada masa itu yang dikenal sangat saleh dan toleran terhadap sesama muslim 
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sehingga faktor inilah yang sangat membantu tidak terdapatnya selisih seng-
keta yang berarti diantar mereka.5
Setelah meluasnya wilayah kekuasaan Islam dimasa Umar Bin Khattab 
serta semakin banyaknya masalah yang menyangkut bidang peradilan, maka 
khalifah Umar mulai memisahkan antara kekuasaan peradilan dengan kekuasa-
an pemerintahan. Khalifah Umar Bin Khattab mengangkat Abu Darda’ sebagai 
qadhi di Madinah, Syuriah di Bashrah, Abu Musa al-Asy’ari di Kuffah dan Us-
man bin Qais bin Abi al-Ash di Mesir.6 Mereka inilah yang mendapat sebutan 
qadhi pertama kali dalam Islam, atau dengan ungkapan lain inilah pertama 
kalinya seseorang diangkat sebagai qadhi, sedangkan diwilayah Islam lainya 
urusan qadhi’ diserahkan kepada amir (penguasa daerah).7
Walaupun khalifah Umar telah mengangkat beberapa orang qadhi di 
daerah-daerah, namun mereka hanya berwenag mengadili masalah yang ber-
kenaan dengan keperdataan, sedangkan mengenai kepidanaan (jinayah) yang 
berkaitan dengan qisas dan hudud dibawah wewenang khalifah dan amir (pe-
mimpin daerah).8
Sahabat-sahabat yang diangkat sebagai qadhi tersebut adalah para sahabat 
yang amanah (dipercaya) dan benar-benar paham tentang masalah peradilan. 
Khalifah Umar juga memberikan beberapa petunjuk tentang pelaksanaan qa-
dha’ melalui risalah yang dikirim kepda Abu Musa al-Asy’ari. Risalah atau surat 
itu terkenal dengan sebutan Dustur Umar atau Risalah Qadha’.9
Pada salah satu poin dalam surat Umar Bin Khathab kepada Abu Musa 
al-Asy’ari berbunyi:
”Tidak ada halangan untuk memeriksa dengan akalmu dan mempertimbang-
kan dengan petunjukmu terhadap keputusan yang engkau putuskan pada ha-
ri-hari ini, agar engkau sampai kepada kebenaran. Sesungguhnya kebenaran 
itu harus dilaksanakan dan kembali kepada kebenaran itu, lebih baik dari 
pada berkepanjangan dalam kebathilan”.
Isi kalimat ini menunjukan bahwa khlifah Umar menegaskan kepada para 
qadhi untuk meninjau kembali suatu keputusan yang telah dijatuhkan guna 
mencari suatu kebenaran yang mungkin terungkap kemudian setelah penye-
lesaian suatu kasus. Hal ini tidak dapat dijadikan dasar upaya hukum, karena 
jauh berbeda dengan makna upaya hukum sesungguhnya.
Adapun bentuk dan mekanisme upaya hukun itu adalah peninjauan ke-
putusan oleh hakim lain, dalam hal ini adalah hakim tingkat banding bukan 
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hakim yang memutus, dan yang mengajukannya adalah pihak-pihak yang 
berpekara yang tidak merasa puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama. 
Sedangkan ini surat Umar (risalah qadha’) ditujukan kepada hakim yang me-
mutus perkara agar meninjau kembali keputusan yang dijatuhkannya.
Masa Imperium Turki Utsmani
Masa kekuasan Turki Utsmani merupaka suatu prestasi yang menga-
gumkan, kekuasaannya berhasil menguasai daratan dari timur ke barat, tiga 
lautan yakni Laut Merah, Laut Hitam dan Laut Tengah serta tiga benua yakni 
Asia, Eropa dan Afrika. Imperium ini berkembang selama lebih kurang enam 
abad.
Dalam perkembangannya, Turki Usmani melewati beberapa fase dan 
suksesi.
a. Fase pertama (199-140 M) masa Usman I sampai Bayazid I, merupa-
kan awal berdirinya kerajaan Turki Usmani dan penaklukan pertama 
hingga kekalahanya atas Timur Lenk.
b. Fase kedua (1403-1566 M) masa Muhammad I sampai Sulaiman I, me-
rupakan masa kembalinya kekuasaan dan kejayaan dari Timur Lenk 
hingga mencapai puncak kejayaannya.
c. Fase ketiga (1566-1703 M) masa Sultan Salim sampai Musthafa II, yang 
ditandai dengan penaklukan dan jatuhnya Hongaria ketangan musuh.
d. Fase keempat (1703-1839 M) masa Ahmad II sampai Mahmud II, meru-
pakan masa kemunduran yang ditandai dengan banyaknya perjanjian 
dengan peguasa diluar Islam.
e. Fase kelima (1839-19 M) masa Abdul Majid I sampai Muhammad 
IV, merupakan masa kebangkitan yang ditandai dengan bangkitnya kebu-
dayaan dan administrasi setelah terjadinya kontak dengan barat.10
Sehubungan dengan masalah qadha’ (peradilan), pada masa Turki 
Utsmani dapat dilihat dari dua periode:
a.	Peradilan	sebelum	Tanzimat
Fase ini berawal dari berdirinya daulah Utsmaniyah (199) sampai per-
tengahan abad kesembilan belas yaitu Sultan Abdul Majid (1839) selama tiga 
 setengah abad. Secara umum kondisi peradilan sesuai dengan syari’at hingga me-
lemahnya kekuatan Daulah Utsmaniyah dihadapan negara-negara Eropa.11
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Bentuk-bentuk peradilan pada masa ini:
1. Mahkamah biasa/rendah (al-Isti’naf) terdiri dua bentuk
a. Mahkamah al-Jaza’, yang berwenang menyelesaikan perkara pidana.
b. Mahkamah al-Huquq, yang berwenang menyelesaikan perkara perdata.
. Mahkamah Tinggi (Mahkamah al-Tamyiz wa al-Naqdh wa al-Ibram), 
yang bertugas meneliti para Qadhi yang terbukti salah dalam mene-
tapkan.
3. Mahkamah Agung (Mahkamah al-Isti’naf al-Ulya), yang berada langsung 
dibawah pengawasan sultan.1
Dalam melaksanaka tugasnya para qadhi merujuk kepada mazhab Hanafi,, 
karena para khalifah Turki Utsmani menganut mazhab Hanafi. Selanjutnya 
penguasa mereka mengumumkan kebijaksanaan adopsi mazhab Hanafi secara 
resmi pada awal abad ke-16 dizaman pemerintahan Salim I. Ia mengeluarkan 
keputusan kesultanan untuk keperluan ini, dengan demikian keseluruhan ha-
kim dan mufthi harus menetapkan sesuai dengan mazhaf Hanafi.
b.	Peradilan	setelah	Tanzimat
Tanzimat berasal dari kata nazhzhama yang berarti mengatur, menyusun 
dan memperbaiki. Maksudnya mengadakan pembaharuan disegala aspek sosial, 
politik, hukum, peradilan, kebudayaan, pendidikan dan sebagainya. Tanzimat 
merupakan suatu gerakan pembaharuan sebagai kelanjutan dari kemajuan yang 
telah dilakukan oleh Sultan Sulaiman al-Qanuni.
Setelah Sultan Sulaiman al-Qanuni wafat, kerajaan Turki Utsmani mu-
lai melemah, dan banyak daerah kekuasaan yang melepaskan diri dan kembali 
ketangan bangsa Eropah, karena kerajaan Turki Utsmani seringkali menga-
lami kekalahan perang dengan Eropah. Hal ini memicu timbulnya pemikiran 
pembaharuan dari raja dan pemuka-pemuka kerajaan. Mereka terdorong untuk 
melakukan penyelidikan sebab-sebab kekalahan dan rahasia keunggulan lawan.
Fase gerakan ini berawal dari abad kesembilan belas sampai akhir perang 
dunia I yang ditandai dengan pemisahan Negara-negara Arab dari Turki Uts-
mani dan munculnya Kamal al-Taturk yang menghapus kekhalifahan Islam 
tersabut. Pada fase ini terjadi dualisme peradilan yang menetapkan syari’at dan 
memasukan sistem dan perundang-undangan asing dalam negara, selanjutnya 
didirikanlah peradilan-peradilan asing dan diakhiri dengan dihapusnya penga-
dilan-pengadilan syari’at oleh Kamal al-Taturk dan fungsi-fungsinya dialihkan 
kepada pengadilan negara.13
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Untuk memudahkan rujukan, dibentuklah sebuah komisi yang bernama 
Jam’iyyah al-Majallah, anggotanya terdiri dari ahli hukum yang bertugas untuk 
menyusun kodifikasi Hukum Perdata Islam. Hasil kerja mereka adalah dike-
luarkannya kodifikasi hukum yang bernama Majallah al Ahkam al-Adliyyah pa-
da tahun 1876. Kitab ini memuat 1857 pasal dan mengatur masalah-masalah 
yang barkaitan denga keperdataan seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, hibah 
dan pengampuan. Sedangkan masalah ibadah, pidana dan munakahat (per-
kawinan) tidak diatur dalam undang-undang ini.14
Munculnya Majallah al Ahkam al-Adliyyah merupakan bentuk aplikasi 
dari ide taqnin (kodifikasi) yang muncul pada pemerintahan Abu Ja’far al-Man-
sur ketika Daulah Abbasiyah atas inisiatif Ibnu Muqaffa’. Ide ini belum terwu-
jud karena penolakan dari para ulama seperti Imam Malik dengan alasan bahwa 
perbedaan ulama dalam soal furu’ merupakan suatu hal yang positif.
Pada masa itu pemerintahan Utsmaniyah sangatlah toleran terhadap 
orang-orang non Islam dan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh 
fuqaha’, yang mengharuskan orang-orang yang bukan Islam tunduk dibawah 
peradilan Islam dan perkara-perkara kemasyarakatan dan memberikan keis-
timewaan. Dan berkembanglah peradilan yang dipimpin oleh hakim-hakim 
non muslim.15 Hal ini mengakibatkan sumber hukum tidak hanya syari’at Is-
lam tetapi memiliki sumber hukum yang berbeda, yaitu:
1. Mahkamah al-Thawa’if atau al-Qadha’ al-Milli, yaitu peradilan untuk 
sekelompok (agama), sumbernya agama masing-masing kelompok.
. al-Qadha’ al-Qunshuli, yaitu peradilan untuk waga asing, sumber-
nya yaitu undang-undang warga asing tersebut.
3. Qadha’ Mahkamah al-Jina’i, sumber hukumnya undang-undang Eropa.
4. Qadha’ Mahkamah al-Huquq, mengadili perkara perdata, sumber-
nya Majjalah al-Ahkam al-Adliyyah.
5. Majlis al-Syar’i, mengadili perkara kaum muslimin khusus masalah 
keluarga (al-Ahwal al-syakhshiyyah), sumbernya adalah fiqh Islam.16
Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa pada masa ini pemerintahan 
Turki Utsmani mengunakan dua macam sumber hukum yaitu hukum Syari’at 
dan hukum Barat. Dengan demikian jelaslah bahwa istilah upaya hukum itu 
terlembaga secara baik sejak masa Turki Utsmani, yang dibuktikan adanya 
lembaga banding dan lembaga kasasi, karean sudah merupakan kebutuhan 
hukum dan keadilan.
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UPAYA HUKUM DALAM KAJIAN FIQH
Prinsip peradilan adalah suatu putusan itu dapat menyelesaikan sengketa 
dan menimbulkan ketentraman bagi masyarakat, dan inilah yang diartikan de-
ngan keadilan didalam proses pengadilan. Sedangkan perangkat yang diserahi 
tugas peradilan untuk mewujudkan keadilan bertugas menyampaikan hak 
kepada yang berhak, mereka itu adalah manusia biasa yang tidak luput dari 
 kesalahan dan kekhilafan sehingga perlu adanya suatu lembaga peninjauan pu-
tusan yang disebut dengan upaya hukum.
Untuk peninjauan putusan itu adakalanya dengan cara membatalkan 
putusan yang tidak benar dalam penerapan hukum formil dan materi, kemu-
dian diganti dengan keputusan yang benar. Jika putusan itu telah benar, maka 
ditetapkan sebagaimana adanya dalam arti dikukuhkan dan adakalanya me-
ngoreksi putusan kemudian megadili kembali.
Namun ketika berbicara mengenai dasar hukum berlakunya upaya 
hukum tidak ada nash yang menyuruh atau membolehkannya. Hal ini akan 
mengundang sikap pro dan kontra dikalangan praktisi hukum. Seperti pendapat 
Martin Sophiro yang dikutip oleh Yahya Harahap, bahwa dalam struktur Per-
adilan Islam tidak mengenal adanya upaya hukum, karena menurutnya pu-
tusan hakim dalam Peradilan Islam bersifat final end irrovocble.17
Disamping Martin Sophiro ada lagi yang menganggap bahwa putusan 
hakim itu merupakan suatu ijtihad, konsekwensinya hasil dari suatu ijtihad ti-
dak dapat dibatalkan dengan ijtihad yang lain, sebagai mana yang disebutkan 
dalam kaedah ushul :
Keputusan ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh hasil ijtihad yang lain.
Penerapan kaedah ini pada prinsipnya adalah seorang mujtahid berijtihad 
tentang suatu masalah hukum, kemudian mujtahid lain melakukan ijtihad terha-
dap kasus yang sama, maka hasil ijtihad yang pertama tidak dapat dibatalkan 
oleh hasil ijtihad yang kedua. Sedangkan kekuatan dalil dari hasil ijtihad itu 
adalah zhanny sehingga kekuatan dalil zhanny tidak dapat membatalkan dalil 
zhanny yang lain.
Munculnya kaedah diatas adalah pada masa berkembangnya ulama mujta-
hid dan masa berkembangnya mazhab, karena hasil ijtihad Imam Hanafi tidak 
dapat dibatalkan oleh ijtihad Imam al-Syafi’i dan sebaliknya. Oleh sebab itu 
mujtahid harus konsekwen dengan prinsipnya dan hasil ijtihadnya sendiri.
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Kontek diatas tidak relevan dengan kontek upaya hukum, karena produk 
hukum yang dihasilkan oleh hakim dewasa ini bukanlah suatu hasil ijtihad 
(sudah ada pedoman hakim dalam memutuskan suatu perkara), akan tetapi 
adalah putusan pengadilan yang tidak tertutup kemungkinan salah dan keliru 
dalam menetapkan atau menjalankan hukum. Oleh sebab itu upaya hukum 
betul-betul dibutuhkan, kendatipun tidak ada dasar hukum berlakunya secara 
spesifik, namun eksistensinya terbukti dapat mewujudkan keadilan sebagai su-
atu bentuk yang dapat memelihara maqasid al-syari’ah, karena pembentukan 
hukum itu untuk merealisir kemaslahatan umat manusia artinya mendatangkan 
keuntungan bagi mereka, menolak mudharat serta menghilangkan kesulitan 
dari padanya.
Bertitik tolak dari azas manfaat diatas dapat dipahami bahwa upaya hu-
kum itu erat sekali hubungannya dengan mashalih al-Mursalah yang mengka-
ji tentang azas-azas manfaat dalam mewujudkan maqasid al-syari’ah. Tujuan 
dari upaya hukum itu adalah mewujudkan mashlahah umat, sehingga dengan 
demikian upaya hukum menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan 
(lembaga peradilan).
Dengan adanya azas manfaat dan mashlahah upaya hukum itu, maka dasar 
hukumnya dapat dirujuk dari dasar hukum mashlahah dalam kajian fiqh.
Al-Syathiby mendefenisikan kemashlahatan: ”al-Mashlahah adalah suatu 
yang tidak didukung oleh nash secara spesifik tetapi manfaat itu mempunyai re-
levansi dengan tujuan syara’ yang diambil dari logika dalil”18
Defenisi yang sama juga dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, seba-
gai berikut: ”Kemashlahatan adalah suatu yang tidak ditetapkan oleh syara’ ten-
tang hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat dalil syara’ yang 
meriwayatkanya.”19
Dari pengertian mashlahah diatas dapat dipahami bahwa mashlahah berada 
dalam wilayah kendali nash, secara tidak langsung yaitu kemashlahatannya di 
induksi dari sejumlah logika nash yang secara langsung menentukan hukum 
suatu masalah dan tidak ada pula nash khusus yang menolaknya, pada saat itu 
metode al-mashlahah dapat dioperasionalkan.
Teori mashlahah ini sangat tepat jika dihubungkan dengan upaya hukum 
yang terkait dengan konsep syariat yang ditujukan untuk kepentingan umum 
dan mashlahah berfungsi untuk merealisisr kemashlahatan umum manusia. Ar-
tinya mendatangkan keuntungan bagi mereka yang menolak mudharat serta 
menghilangkan kesulitan dari padanya. Yang dimaksud dengan kemashlahatan 
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disini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh al-Ghazali yaitu segala maksud 
(objek) hukum syara’ yang diliputi lima hal yaitu pemeliharaan terhadap aga-
ma, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang menjamin lima hal 
tersebut adalah mashlahah, sedangkan yang menghilangkan kelima hal tersebut 
adalah mafshadah.0 Dalam hal ini upaya hukum sebagai salah satu objek 
 mashlahah yang melindungi kepentingan umum sekurang-kurangnya dapat 
dikategorikan kedalam pemeliharaan agama, jiwa, keturunan dan harta yang 
kebaikannya muncul dalam merealisasikan tujuan manusia dalam memelihara 
hak-haknya.
PENUTUP
Upaya hukum pada hakikatnya adalah sebagai koreksi terhadap pelak-
sanaan kinerja manusia pelaksanan peradilan yang tidak terlepas dari kapa-
sitasnya sebagai manusia biasa yang tidak tertutup kemungkinan khilaf, salah 
dan keliru dalam menerapkan hukum dan keadilan. Bentuk dan wujud dari 
upaya hukum yang telah dikembangkan, ada kalanya dengan cara membatalkan 
putusan yang tidak benar, baik dengan penerapan hukum formil atau mate-
riilnya, berdasarkan fakta dan bukti kebenaran yang terungkap belakangan 
atau mengukuhkan putusan.
Sebagai dasar diperlakukannya upaya hukum dalam praktek Peradilan 
Islam tidak ditemukan secara eksplisit didalam teks al-Qur’an dan Sunnah. 
 Namun karena adanya indikasi keharmonisan dan keserasian mashlahahnya de-
ngan kebijasanaan syari’at dalam memelihara maqashid al-syari’ah, maka mash-
lahah dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. [ ]
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